PUTUSAN
Nomor 1069/Pdf. G/2015/PA Tmk

H_:aﬂu.&a.jld.m?_uu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memseriksa dan mengadili
parkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang maijelis telah menjatuhkan
putusan perkara ceral gugat antara:

_ urur 22 tahun, agama lislam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman
di Sindangkasin RT.002 RW. 009 Kelurahan Tamanjaya
Kecamatan Tamansarn Kota Tasikmaiaya, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada INTAN GANTIKA, SH dan
LUN HERIAWAN, SH, Advokat / Pepasehat Hukum  yang
berkantor di JI. Air Tanjung No 222 Kota Tasikmalaya
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggat 25 Juli 2016 yang telah
didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1211/Req. KAZO18/PA TMK.
tanggal 27 Juli 2015,3ebagai Penggugat;
melawan
I . 27 ishun, agama Istam, pekeriaan

Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sindangkasth
RT.002 RW. 009 Kelurahan Tamanjaya Kecamalan Tamansari
Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat,;

Pengadilan Agama tersebut;

Teiah mampelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serfa memeriksa Dukt-bukli di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Jult 2016 telah
mengaiukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 10649/Pdt.Gf2016/PA Tmk, tanggal 27
Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai benkut;
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1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan danfatau
dengan dihadin dan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tamansar, Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu, 29 Pebruari
2012; demikian seperti terbukii dari Kutipan Akta MNikah Nomor
118054112012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tamansari, tertanggal 29 Pebruan 2012;

2. Bahwa Pengougat dan Tergugat tefah berumah tangga selama 4 tahun, dan
setama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telaht hidup rukun
sebagaimana layaknya suami-isteri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

3. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
refak, yang timiwl karena terjadi perselisinan dan/atau pertangkaran yang
sulit didgamaikan lagi, anfara lain terjadi pada bulan Met 2015, dan telab
pisah sejak bulan Pebruari 2016, sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah rumah selama 6 {enam) bulan;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihnan danfatau pertengkaran tersebut
karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir
kepada Penggugalt,

5. Bahwa usaha untuk merukunkan kembaii rumah tangga tersebut telah
dilakukan, namun tetap tidak berhasil, sehingga kehidupan rumah fangga
tersebut tidak lagi merefleksikan nilai-niai lubur dari suatu pemikahan yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Syariat Islam;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mambina dan
meneruskan rumah tangga tersebut dan telah berketetapan hati untuk
mengakhininya dengan perceraian;

7. Bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat jelas-jelas telah
memenuhi atasan perceraian seperi ditentukan dalam Pasal 19 huruf {f}
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf () Kompilasi
Hukum Islam, maka telah seharusnya menurut hukum apabila Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya mengabulkan gugatan Penggugat aquo;

Berdasarkan hal-hali dan aljasan terurai di atas, maka Penggugat
memghon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, cg.

Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini menjatubkan putusan sebagai

perikut ;
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1. Mengabulikan gugatan Penggugat,

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat _
terhadap Penggugat _ atau putus karena

perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (af asquo ot bono);

Bahwa dalam perkara aguo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum INTAN GANTIKA, SH dan UUN HERIAWAN, SH, Advokat dan
Penasehat Hukum yang mengarmbil domisili di JI. Alr Tanjung No. 222 Kota
Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2016, dan
telah terdaftar di Kepamitaraan Pangadilan Agama Kota lasikmalaya dengan
Nomor 1211/Req K/2016/PA. Tmk. fanggal 27 Juli 2018;

Bahwa, Majeiis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tznda Pengenal Advokat {KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadzap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyurith orang lain untuk
menghadan sebagai wakil/kuasa hukumnya maskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menundt relaas Nomor 1089/Pdt. G/2016/PA Tmk tanggal 11
Agustus 2016 dan 26 Agustus 2016 vyang dibacakan di datam sidang,
sedangkan tidak temyata babwa tidak datangnya itu disebabkan suaty
halangan yang sah;

Bahwa majelis halkim telah menasshati Penggugat melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak berceral dengan Terqugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada datii-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara i tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat  gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipenahankan oleh Kuasa
Panggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan ®uasa Penggugat tefab
mengajukan alat-alat bukt: berupa:
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A, Surat;

a. Fotokopi KTP atas rama I
{Penggugat) Nomor |G =02 14 Oktober 2012
yang dikeluarkan cleh Kantor Pemeriniah Kota Tasikmaiaya, Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
fanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan skta Nikah Nomor @ 118/05A411/2012 Tanggal 28
Februari 2012 vang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Bukt surat tersebut telah
diperi meterai cukup dan telah dicocokkah dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2,

B. Sakst
1._ umur 38 tahbun, agama Islam pekerjaan

Buruh, tempat tinggal di Kp. Sindangkasih Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan

Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupy;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tahun 2012;

- Bahwa, saksi mengetahui antaraz Penggugat dan Tergugat dan
dikaruniai 1 crang anak ;

- Bahwa, saksi mengetzhui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
iebih sejak sejak 1.5 tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering
terjadi perengkaran;

- Bahwa, perselishan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah dilihat dan / didengar langsung sebanyak 3 kali ;

-  Banwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumab tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena masatah ekanomi, Tergugat kurang memben nafkah kepada
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Penggugat, sehingga Penggugai tidak menerima dengan keadaan
tersebut ;

- Bahwa, saksi mengetahu antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak 1 tahun yang ialu sémpai dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan teteni tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihai rumah tangga Penggugat dan lergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lekih paik barcerai;

2. I oo 25 tahun, agama lstam, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di Kp. Sindangkasih Ri. 02 Rw. 09 ¥eiurahan

Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya membperikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugal dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Targugat
dan cikaruniai 1 crang anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisthan dan
pertengkaran  sejak 1,5 tahun yang laiu yang mengakibatkan
antara. Penggugat dan [ergugat sﬁdat} pisah rumah sejak 1 tabun
vang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, perseiisinan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah dilihat dan / didengar langsung sebanyak 2 kali;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonemi,
Tergugat kurang membert nafkah kepada Penggugat, sehingga
Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Fenggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,
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- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
iebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yvang
pada pokoknya tetap pada gugatan ¢an mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat;

Selan;ﬁ;cnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurar di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pengguaat tertanggal 25 Juli 2016, yang felah terdaftar di Kepaniteraan
F'eng-jédilan A;gama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1211/Reg K/i2MG6/PA Tmk. tanggal 27 Juli 2018, ternyata telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edgaran Mahkamah Agung R! Nomor &
Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majeiis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KiPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata teiah sesuai dengan Ketentuan Pasai 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memben izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aguo sebagai advokat
profesionat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat. meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pufa tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabken suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang diparggil secara resmi dan patut
sesual ketentuan Pasal 268 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus dipernksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Momor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 I'ahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Momer 3 Tabun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Momor 50 Tahun 2009, |jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam. Majelis Hakim pada setiap kall persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehat Penggugat untuk bersabar agar hisa
mambina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
glen karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karenz Tergugat tidak pernah badir di
persigangan dalam perkara aguo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat {1} Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatubkan tanpa hadirmya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dali-dali qugatannya;

Menimbang, bahwa untuk  membuktikan  dalil-dalil gugatannya.
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukt P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegsfen dan mcak
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formai dan materil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindends bewijskracht),

Menimbang, bahwa bukii P.2 (Folokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan skia otentik, felah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagal suami isteri, sehingga sejalan dengan Ketentuan Pasal
166 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
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mempunyai kekuatan pembukiian yang sempuma dan mengikat (volfedig en
bindende bewiiskracht),

Menimbang, bahwa sesuzi dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
Pemerintah Nomor 9@ Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangah pihak keluarga dan atau orang-crang yang dekat dengan suami
isten tu tentang adanya perselisihan dan pertangkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi T Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2} Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hokumn Islam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga mamenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Fenggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugst
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan / didengar langsung
sebanyai 3 kal

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan cleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesual dengan Pasal 22 avat (2) Feraturan
Pamerintah Nomor § Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kompilagi Huiium Istam. Sakst
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, seningga memeanuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serla mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan .Ter-gugat. adal-ah. fakta yang bemah dilihat dan /7 didengar {angsung
sebanyak 2 kali

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olah Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matenil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukt;

Halaman B dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1069/Pdt G/ 2000 PA, Timk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugai
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasai 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakia kejadian sebagai berikut:

1. . Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Pengéﬁgat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada fahun 20112 di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya,

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
dan dikaruniai 1 orang anak ;

4.  Bahwa rumah tangga Fenggugat dengan Tergugat sejak sejak 1.5 tahun
yang falu hingga saai ini sudah tidak rukun lagi senng berseiisih dan
bertengkar,

5.  Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena masaiah ekonomi, Tergugat kuréng membert néﬂt:ah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut;

6. Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut antara F’enggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan selama itu
pula keduanya tidak paernah berkumpul lagi dan fidak meiaksanakan hak
dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugai sudah berusaha menasehatl Panggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan ietapi fidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat,

8 Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah fidak ada harapan lagi keduanya capat rukun calam
rumah tangga;

Menimbarg, bahwa berdasarkanh fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai benkut;
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuwidiksi Pengaditan Agama Keta
Tasikmalaya,

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

4,  Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage
breakdowm) sehingga rumah tang_ga antara Fenggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onfeef baar
tweespalt);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menmbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maiehs dapat
mengkenstituir sebagai berikut:

]. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Istam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengaditan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesual dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 158% sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, jo. Pasal 63 ayat
{1} Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Fasal 20 ayat (1) Peraturan
FPemerintah Nomor § Tahun 1875, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalays;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pemah terjadi perceraian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomar 1
Tahun 1574 tentang Perkawinan, maka masingumasing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini {persona standi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
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3.  Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang {erus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan lTerqugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapai kebencian yang memuncak dari Penggugat ferhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-lgna juz Il halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

@F@l@d&%ﬁ%}ﬁ?@Jeﬁ K 5:!U

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatubkan talak (suamy} nya dengan talak
salu;

':.J'r

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onheel baar fweespalf), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874, jo.
Fasal 3 Kompitasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rumn [30] ayat 21, teiah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecan dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan iagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

@Lﬂ.ﬂ.“l...ﬂa.u.h Pﬁ.ﬁ.lul.m‘ GJJ

“Menclak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikar®

7.  Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1875 jo
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Pasal 116 huruf () Kompilasi Hukum islam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan;

%. Bahwa alasan perceraian Penggugat fidak disebabkan suatu perbuatan
vang melawan hukum (onrechitmatige daad), maka sesual Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul}, dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P2 antara Penggugat dan l'ergugat belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatuhkan adaiah talak yang kesaty, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam, maijelis akan mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra darn l'ergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan secrang isteri, yang mana akibat hukum
dar falak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isten tdak dapat hidup
bersama kembali, terkecuaii dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tabun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang MNomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama. Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintabkan untuk mengiimkan salinah putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Fencatat
Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara 2 quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 13989
sebagaimana telzh diubah dengan Undang-Undang Nomaor 3 Tahun 2006 dan
pefubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat,

Manifnbang. bahwa bergasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majeiis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat_
terhadap Penggugat ||| G

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tamansari Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk
itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 381000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah};

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 Hijrivah, oleh kami Drs. Abun Bunyamin,SH.
sebagai Ketua Majelis, Asep.S.Ag..MH. dan Elis Marliani, 5.Ag., MH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra, Hj. Enok
Sofa, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat
tanpa hadirmya Tergugat;

Hakim Anggola Ketua Majelis
o {/" 1
z
Asep.S.Ag.,MH. Drs. Abun Bunyamin,SH.
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Hakim Anggota

Fanitera Pengganti

Dra. Hj. Enok Sofa, SH.

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp.  30.000-

2. Proses : Rp.  40.000 -
3. Panggilan : Rp.  300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
&, materai : Ep. 6.000,-
Jumiah Rp. 381.000 -

(tiga raius delapan puluh satu ribu rupian)

Femberitahuan isi
Pimssan Tanagat . £.6.9- 2005

Fuwean Berkekuatan - {
Hukum Tetap langgal @ . {ﬂ T 4: 1-"!3.{, .......

Halarman 14 dari 14 halaman, Putusan Momar - J06S/Pdt G2 0w A TmkK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



